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ABSTRAK 

 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul 

‚Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad mura@bah{ah Pembiayaan Konsumtif di PT 
BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik‛. Masalah yang 

diteliti dalam skripsi ini adalah : Bagaimana penerapan akad mura@bah{ah pembiayaan 

konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif 

di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?.   

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara 

dan telaah pustaka kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif dengan 

menggunakan pola pikir induktif  untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan 

dalam lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan akad mura@bah{ah, 

pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme 

Kabupaten Gresik dilakukan dengan kuasa (waka>lah) dan kesepakatan atau 

penandatanganan akad mura@bah{ah itu dilakukan di awal saat pertama kali nasabah 

mengajukan pembiayaan dan telah dianalisis oleh pihak bank padahal pada waktu 

kesepakatan itu barang yang dijadikan objek tidak ada dan tidak dapat diserahkan 

oleh bank kepada nasabah pada saat terjadinya kesepakatan dan penandatangan akad 

atau perjanjian mura@bah{ah. Dalam hal ini seharusnya akad waka>lah tersebut 

diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian penandatangan akad mura@bah{ah, 

bukannya akad waka>lah itu dijadikan satu dengan akad mura@bah{ah dalam 

pembiayaan mura@bah{ah.  
Hukum penetapan kesepakatan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif yang  

dilakukan dengan kuasa (waka>lah)  yang terjadi di awal dan sebelum barang itu ada 

dan dapat diserahkan pada waktu terjadi kesepakatan atau penandatangan menurut 

konsep maslahah adalah tidak dilarang dan susuai dengan syariat Islam karena dalam 

hal ini terdapat banyak maslahatnya dari pada mafsadatnya. Dengan penandatangan 

di awal, nasabah menjadi tidak terlalu susah dan tidak menjadi beban bagi nasabah 

karena harus membawa dan menggotong barang yang dibeli ke bank, nasabah cukup 

memberikan tanda bukti pembelian barang kepada pihak bank dan perjanjian 

tersebut adalah sah.  

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan : Hendaknya 

dalam penerapan pembiayaan mura@bah{ah di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik menunjuk orang/badan sebagai agen untuk memenuhi 

barang yang diinginkan nasabah dan Hendaknya dalam penerapan pembiayaan 

mura@bah{ah di PT BPRS Amanah  Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik 

membuat  brosur yang memuat tentang jenis-jenis barang dan harganya agar pada 

saat kesepakatan dan penandatangan akad mura@bah{ah, bank telah memiliki barang 

yang dinginkan nasabah dan dapat menyerahkan pada waktu akad. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah   

Islam adalah jalan hidup yang merupakan sumber nilai yang harus 

dijadikan pedoman oleh manusia. Dengan kata lain Islam merupakan arah 

petunjuk, pedoman, dan pendorong bagi manusia untuk menghadapi dalam 

memecahkan berbagai problem hidup dengan cara yang benar, yang sesuai 

dengan fitrah dan kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk Allah. 
1
 

Islam merupakan agama yang terakhir di dunia dan bersifat sempurna. 

Disebut agama yang terakhir karena setelah agama Islam ini diturunkan, Allah 

tidak menurunkan lagi agama baru di muka bumi ini dan dikatakan sebagai 

agama sempurna karena dalam Islam adalah agama penyempurna dari agama-

agama sebelumnya dan syariatnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik 

aspek ibadah maupun muamalah.  

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna 

diantara makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu kelebihan manusia diberi akal 

pikiran dan nafsu sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah, 

yang berupa Al-Quran dan As-sunnah. Sebagaimana dalam firman Allah surat 

at-Tiin ayat 4: 

                                                             
1 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, Penerjemah: Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), 15 
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Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya 2 
 

Sebagai manusia sempurna yang memiliki akal pikiran dan nafsu, manusia 

melakukan interaksi dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri di 

muka bumi ini tanpa adanya manusia yang lainnya. Oleh karena itu manusia 

disebut sebagai makhluk sosial yang menggantungkan dan selalu melibatkan 

manusia atau orang lain dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari.  

Dalam ajaran Islam, ibadah yang mengatur hubungan antara sesama 

manusia disebut dengan muamalah. Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang 

muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang 

sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur, 

tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. Dengan demikian, 

bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu 

dan tempat. 
3
  

Sesama manusia boleh melakukan atau berinteraksi apa saja yang 

diinginkan asalkan dalam interaksi dan pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan 

apa yang telah diatur dalam syariat islam, yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah 

                                                             
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 598 
3
 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), 9 
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karena pada dasarnya hukum asal muamalah itu dibolehkan, kecuali ada terdapat 

nash yang melarangnya.  

Jadi yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasikan hal-hal yang 

dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang haram tersebut, kita 

juga boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, mengembangkan, dan 

harus ada kreativitas dalam bidang muamalah. Kreativitas inilah yang akan 

terus-menerus mengakomodasi perubahan-perubahan dalam berbagai bidang 

yang terjadi di masyarakat.  

Bisa dikatakan juga bahwa muamalah juga merupakan tata cara atau 

peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi 

keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah s.w.t yang 

melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam.  

Saat ini dalam bermuamalah tidak susah lagi karena saat ini banyak 

bermunculan lembaga keuangan yang berlandandaskan pada ekonomi Islam dan 

syariat Islam yang mana sangat menguntungkan bagi umat Islam dalam 

pengelolaan keuangan mereka. Dan salah satu lembaga keuangan yang sedang 

berkembang pesat adalah perbankan syariah.  

Bank syariah adalah bank yang beroprasi dengan tidak mengandalkan pada 

bunga, dan sistem operasional pengembangan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadist Nabi. Atau dengan kata lain, bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 
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pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. 
4
 

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan 

hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara 

penyandang dana (s{ohibul ma@l) dengan pengelola dana (mud}a@rib). 5 Maka dapat 

dikatakan bahwa bank syariah berperan sebagai lembaga perantara antara pihak 

yang mengalami kekurangan dana dan pihak yang kekurangan dana.  

Bank syariah dalam sistem operasionalnya memiliki banyak macam 

produk yang ditawarkan kepada nasabah, seperti diantaranya sistem bagi hasil 

(mud{a@rabah dan musya@rakah), sistem jual beli (mura@bah{ah, sal<am, istisna’), dan 

sistem pelayanan jasa. Diantara semua produk yang ditawarkan oleh bank 

syariah, produk mura@bahah adalah produk yang paling diminati oleh nasabah 

dan paling populer. 

Mura@bahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ mura@bah{ah , penjual harus 

memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya.
6
 Bank bertindak sebagai penjual sementara 

nasabah sebagai pembeli.  

                                                             
4 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 13 
5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 56 
6 Wiroso, produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 161 
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Skema pembiayaan mura@bah{ah  ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan 

syariat Islam dan pihak penjual (bank) bersikap jujur dalam memberitahu harga 

asal dan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-

Nisa’ ayat 29 :  

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu 
dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 7 
 
 

Seperti diketahui bahwa pembiayaan mura@bah{ah adalah jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli 

ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan 

tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada 

pembeli. Mura@bah{ah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan 

permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem 

kredit di perbankan konvensional. 
8
   

                                                             
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 84 
8 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2009), 178  
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Dalam pembiayaan mura@bah{ah, nasabah datang mengajukan pembiayaan 

atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negoisasi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank 

memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan 

nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian 

terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen 

dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai 

dengan kesepakatan.  

Penandatanganan akad jual beli pembiayaan mura@bah{ah dilakukan setelah 

barang telah resmi menjadi milik bank dan ada pada saat terjadinya akad dapat 

diserahkan. Hal ini disepakati oleh ulama fiqih bahwa barang yang dijadikan 

akad harus dapat diserahkan ketika akad dan harus ada ketika akad karena ini 

adalah termasuk unsur dari akad dan syarat dari jual beli.  

Tetapi apabila dalam hal pengadaan barang bank menyediakan uang atau 

memberikan uang kepada nasabah, dengan alasan nasabah sebagai wakil bank 

syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri, maka akad yang digunakan 

adalah akad waka@lah. Setelah barang ada, baru dilakukan akad mura@bah{ah. Hal 

ini seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN yaitu: “Jika bank 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual 
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beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik 

bank”. 
9
   

Salah satu perbankan syariah yang juga menawarkan produk mura@bah{ah 

adalah PT BPRS Amanah Sejahtera yang terletak di Jl. Raya Cerme Kidul No 

148 Cerme Gresik. Produk mura@bah{ah ini menjadi produk unggulan dan yang 

paling diminati karena sistem produknya mudah dan waktu pembayarannya 

dapat dicicil. Pembiayaan mura@bah{ah yang paling banyak dilakukan oleh 

nasabah adalah pembiayaan konsumtif yaitu seperti untuk pembelian alat kerja, 

sepeda motor, perabot rumah tangga, dan yang lainnya. Jadi dalam pembiayaan 

mura@bah{ah terdapat suatu manfaat yang besar karena termasuk dalam jual beli 

yang tangguh atau kredit. Adapun seperti hadist yang diriwayatkan oleh Nabi 

SAW : 

ال ط االبر با لشعير للبت لا , المقا رضة, البيع الى اجل, ال ث فيهن البر كة وا

 للبيع 

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, 
muqaradah (mudarabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah bukan dijual. 10 
 
 

Dalam akad pembiayaan mura@bah{ah dalam BPRS Amanah Sejahtera ini 

disebutkan bahwa penandatangan dan kesepakatan kontrak jual beli mura@bah{ah 

                                                             
9 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura@bah{ah 
10 Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz I, (Beirut: Dar Al-Kutub, 
1994), 720 
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ini dilakukan setelah barang menjadi milik penjual (bank), tetapi dalam 

kenyataannya penandatangan kontrak jual beli mura@bah{ah ini dilakukan di awal 

saat petama kali nasabah datang dan mengajukan pembiayaan ke bank padahal 

dalam hal ini barang yang dimaksud belum ada dan belum dimiliki oleh pihak 

penjual (bank).  

Dalam pembiayaan mura@bah{ah di BPRS Amanah Sejahtera, barang yang 

diperjualbelikan tidak ada, melainkan pihak yang seharusnya mengadakan atau 

menyediakan barang memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang 

yang diinginkan oleh nasabah sekaligus untuk menjualnya kepada nasabah 

tersebut dan hal ini dilakukan dalam perjanjian pembiayaan mura@bah{ah.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba menganalisis 

dan mengkaji permasalahan di atas dalam tulisannya penulis dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mura@bah{ah  Pembiayaan Konsumtif di 

PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme kabupaten Gresik”.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari 

oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti. Adapun identifikasi 

masalah-masalah itu adalah sebagai berikut : 

1. Konsep akad dalam Islam  

2. Konsep mura@bah{ah  
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3. Konsep wakalah  

4. Konsep maslahah  

5. Mekanisme pembiayaan di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme 

Kabupaten Gresik. 

6. Penerapan pembiayaan mura@bah{ah di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

7.  Penerapan akad  mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah 

Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

8. Akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif  di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik menurut perspektif Islam. 

 

C. Batasan Masalah   

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, 

maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut : 

1. Penerapan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah 

Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 

2. Akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik menurut perspektif Islam.  
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D. Rumusan Masalah  

Dengan demikian, rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah 

Sejahtera Kecamatan Cerme kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kesepakatan akad 

mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan 

atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.
11

 

Dalam penelusuran penulis belum menemukan penelitian/tulisan yang 

spesifik mengkaji tentang akad/perjanjian mura@bah{ah, namun perlu 

dikemukakan dari beberapa karya skripsi yang ada kaitannya dengan 

pembahasan skripsi ini adalah :  

1. Skripsi saudara Siti Sofiyah yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Aplikasi Murabahah pada Bank Syariah Untung Surapati Bangil”. 

                                                             
11 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan Skripsi, 9 
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Aplikasi dari sistem ekonomi Islam pada bank syariah dan termasuk 

juga aplikasi dari jual beli mura@bah{ah sering mendapat kritikan dari para 

pakar ekonomi Islam sendiri. Menurut pandangan mereka bahwa pelaksanaan 

mura@bah{ah secara syar’i dengan aplikasinya belum sejalan. Bahkan apa yang 

dilaksanakan pada bank syariah hanya merupakan istilah lain dari aplikasi 

kredit modal kerja pada bank konvensional.  

Aplikasi mura@bah{ah pada bank syariah nempaknya lebih transparan, 

karena perjanjian mura@bah{ah dilakukan atas dasar musyawarah bersama 

antara bank dengan nasabah. Misalnya dalam penentuan jumlah keuntungan 

bank, tata cara pembayaran, sampai pada penyelesaian kredit macet. 
12

 

2. Zunatur Rhohmanah tentang ”Penerapan Akad Wakalah Pada Produk 

Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Tawakal Kecamatan 

Mantup Kabupaten Lamongan”.  

Inti permasalahan skripsi ini adalah dalam produk mura@bah{ah, pihak 

koperasi memberikan akad waka>lah pada nasabah untuk membeli barang 

yang mereka inginkan sendiri. Namun dalam prakteknya adalah nasabah 

tidak membelikan semua uang yang telah diberikan oleh pihak koperasi 

sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan mura@bah{ah, ada sebagian 

uangnya yang dipergunakan oleh nasabah yang sekaligus sebagai wakil untuk 

keperluan lainnya. Misalnya untuk pembayaran sekolah anak, membeli 

                                                             
12 Siti Sofiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Murabahah Pada Bank Syariah Untung 
Surapati Bangil”, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 6 
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kebutuhan rumah tangga, membeli pakaian, dan lain-lain. Setelah melakukan 

pembelian barang yang diinginkan nasabah, seharusnya nasabah memberikan 

tanda bukti pembayaran, tetapi pada kenyataannya nasabah tidak 

menyerahkan tanda bukti pembayaran tersebut. 

Di mana seharusnya pihak nasabah yang diberi amanah pihak koperasi 

untuk membelikan barang sesuai denngan akad awal. Tetapi pada tekniknya, 

nasabah melakukan penyalahgunaan dana. Dengan demikian menurut hukum 

Islam akad tersebut tidak sah. 
13

 

 

Dari pembahasan skripsi-skripsi di atas belum ada yang spesifik 

membahas tentang judul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mura@bahah 

Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Gresik 

Kabupaten Cerme”, yang intinya adalah penulis membahas tentang terjadinya 

penandatangan kontrak mura@bahah yang dilakukan di awal ketika pertama kali 

nasabah mengajukan pembiayaan dan sebelum barang itu ada serta dapat 

diserahkan oleh bank kepada nasabah, selain itu juga tentang akad waka>lah  

yang dijadikan satu dengan akad mura@bahah dalam pembiayaan mura@bahah. 

Kesepakatan dan penandatangan akad mura@bah{ah yang menggunakan waka>lah  

(kuasa) dalam pengadaan barang tersebut adalah seharusnya dilakukan di 

                                                             
13 Zunatur Rh{ohmanah, “Penerapan Akad Wakalah pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan 
Pinjam Syariah Ben Tawakal Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan”, (Surabaya: Skripsi IAIN 
Sunan Ampel, 2010), 8 
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belakang setelah nasabah menyelesaikan pembelian barang dan barang 

sepenuhnya telah menjadi milik bank atau dengan kata lain akad waka>lah  itu 

diselesaikan terlebih dahulu lalu setelah itu akad mura@bah{ah, tetapi dalam 

prakteknya kesepakatan dan penandatangan akad mura@bah{ah itu dilakukan di 

awal sebelum barang yang dijadikan objek dalam mura@bah{ah  itu ada dan 

menjadi milik bank.  

 

F. Tujuan Penelitian  

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk memahami bagaimana akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT 

BPRS Amanah Sejahtera. 

2. Untuk memahami bagaimana akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT 

BPRS Amanah Sejahtera yang dianalisis dengan hukum Islam.  

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai guna 

secara teoritis maupun praktis.  

1. Secara teoritis :  

a. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya 

khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan 
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realitas yang terjadi di lembaga keuangan syariah mengenai akad 

mura@bah{ah  pembiayaan konsumtif pada PT BPRS Amanah Sejahtera.  

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada 

umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah khususnya. 

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang aturan-aturan dalam 

bermuamalat dan berbisnis yang sesuai dengan prinsip Islam  kepada 

lembaga keuangan syariah pada umumnya dan bagi PT BPRS Amanah 

Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik pada khususnya.  

2. Secara praktis: 

a. Sebagai pedoman bagi pelaku PT BPRS Amanah Sejahtera agar dalam 

menjalankan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah.  

b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan 

baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif.  

c. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-

penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah 

mura@bah{ah  dalam fiqh muamalah. 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 
 

H. DEFINISI OPERASIONAL  

Untuk memperjelas pembahasan dari masalah yang diangkat, maka penulis 

memberikan definisi dari judul penelitian, yaitu dengan menguraikannya sebagai 

berikut: 

Hukum 

Islam 

 

: Yurisprudensi dan peraturan yang berdasarkan atas Al-

Qur’an dan Hadits serta pendapat para ulama fiqih
14

 

Akad 

mura@bah{ah  

: 

 

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai keuntungan yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati.
15

  

Pembiayaan 

Konsumtif 

 Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan.
16

 

 

BPRS 

Amanah 

Sejahtera  

: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan 

usahanya dengan prinsip Islam dalam menghimpun dana 

berupa deposito berjangka dan tabungan, maupun 

menyediakan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan 

                                                             
14 Sudarsono, Kamus Hukum Islam, (Jakarta:  Rineka Cipta, 1992), 12 
15 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 79 
16 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press dan 
Tazakia Cendekia, 2001), 168 
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menengah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan para pengusaha kecil dan menengah yang 

berada di sekitar daerah Cerme.  

 

I. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif verifikatif adalah kata-kata tertulis atau 

lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan membuktikan 

suatu peristiwa berdasarkan teori Hukum Islam dengan menggunakan penalaran 

induktif.
17

 

Penelitian deskriptif verifikatif adalah dimaksudkan untuk 

menggambarkan pelaksanaan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT 

BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang kemudian 

dianalisis dengan hukum Islam.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

penelitian terhadap akad mura@bah{ah  pembiayaan konsumtif di PT BPRS 

Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.  

1. Data yang dikumpulkan  

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah meliputi : 
                                                             
17

 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian  (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi 

Universitas Gajah Mada, 1980), 145 
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a. Data tentang pembiayaan mura@bah{ah 

b. Data tentang nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan mura@bah{ah. 

c. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesepakatan akad 

mura@bah{ah terjadi di awal. 

d. Data tentang produk-produk yang ada di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.  

e. Data latar belakang berdirinya PT BPRS Amanah Sejahtera kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik. 

f. Data tentang struktur organisasi PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik.  

2. Sumber Data  

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah 

dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara 

secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan.
18

 Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah 

tempat untuk diperoleh data secara langsung yang dikumpulkan oleh 

                                                             
18 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62 
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peneliti dari PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten 

Gresik melalui wawancara dengan manajer PT BPRS Amanah Sejahtera 

yaitu dengan bapak Muchlas Widodo, S.H serta pegawai bank dan nasabah 

yang mengajukan pembiayaan mura@bah{ah.  

b. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari 

sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen 

tertulis.
19

 Dalam penelitian ini sumber data sekunder  yang dibutuhkan 

untuk mendukung sumber data primer, antara lain : 

1) Dokumen-dokumen pada PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan 

Cerme kabupaten Gresik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

2) Brosur-brosur yang ada pada PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik.  

3) Artikel yang berkaitan dengan akad mura@bah{ah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan teknik berikut ini: 

 

 

                                                             
19 Ibid, 65 
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a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat 

secara sistematis obyek yang diteliti).
20

  

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung tentang 

penerapan akad mura@bah{ah di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-

benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan 

catatan harian lainnya.
21

  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai akad 

mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.  

 

 

                                                             
20

 Ibid, 70 
21 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

131 
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c. Wawancara 

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam 

pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung 

dengan sumber obyek penelitian. Wawancara  sebagai alat pengumpul 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis 

dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
22

 

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan dalam percakapan 

langsung dengan manajer bank, pegawai bank, dan nasabah tentang akad 

mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.  

d. Studi Pustaka  

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-

buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah 

dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
22

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yokyakarta:  Andi Offset, 1991), 193 
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a. Editing, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini 

digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis 

dapatkan.
23

  

b. Organizing, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh 

dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk 

memperoleh bukti-bukti
24

 dan gambaran secara jelas tentang akad 

mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.  

c. Coding, yaitu usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data 

untuk relevansi dengan tema riset.
25

 

5. Teknik Analisis Data  

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 

Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi 

yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan 

kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan 

penilaian terhadap permasalahan yang di angkat melalui interpretasi yang tepat 

dan akurat.  
26

  

                                                             
23 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 153 
24 Ibid  
25 Ibid., 154 
26 Ibid, 195 
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Deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan 

data tentang akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di BPRS Amanah 

Sejahtera yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis 

menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan 

menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk 

diambil kesimpulan. 

Pola pikir yang dipakai adalah induktif. Induktif adalah metode yang 

digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil 

penelitian.
27

 Dalam hal ini adalah penelitian di BPRS Amanah Sejahtera, 

kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap akad mura@bah{ah 

pembiayaan konsumtif di BPRS Amanah Sejahtera dan kemudian ditinjau 

secara umum menurut hukum Islam. 

 

J. Sistematika Pembahasan   

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis 

sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan 

yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab satu, merupakan pendahuluan, berisi uraian  tentang : latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

                                                             
27 Ibid  
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pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, landasan teori, memuat uraian tentang akad dan mura@bah{ah, 

selanjutnya diuraikan menjadi: pengertian akad, rukun dan syarat akad, unsur-

unsur akad, macam-macam akad dan sifatnya, pengertian mura@bah{ah, dasar 

hukum mura@bahah, syarat dan rukun mura@bah{ah, jenis mura@bah{ah, manfaat 

mura@bah{ah, fatwa DSN MUI tentang mura@bah{ah, pengertian waka>lah, dasar 

hukum waka>lah, syarat dan rukun waka>lah, jenis waka>lah, berakhirnya waka>lah, 

konsep maslahah.  

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran 

umum PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik,  

penerapan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif di BPRS Amanah Sejahtera 

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dan akad mura@bah{ah pembiayaan 

konsumtif di BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.  

Bab empat membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hasil 

penelitian lapangan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad mura@bah{ah 

pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme 

Kabupaten Gresik. 

Bab lima merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KETENTUAN AKAD MURA@BAH{AH  PEMBIAYAAN KONSUMTIF 

  

A. AKAD  

1. Pengertian Akad 

Menurut kamus hukum, arti kata akad adalah perjanjian.
1
 Ditinjau 

dari hukum Islam, akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh 

dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata 

lain, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan 

syara’ yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.
2
 

Akad dalam bahasa Arab berarti ‘ikatan’ atau pengencangan dan 

penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat 

konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Sedangkan  

menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan 

qabul atas diskursus yang diberikan oleh syara’ dan memiliki implikasi 

hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara 

keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan akan 

menimbulkan implikasi hukum tertentu.
3
 

                                                             
1 J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 6 
2 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalat, (Semarang: Pustaka Rizki 
Putra, 1997), 28 
3 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, Penerjemah: Abdul Havyie al-Kattani, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 420 
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Sementara itu, menurut Ahmad Azhar Basyir akad adalah suatu 

perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang 

menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama 

mengenai isi perikatan yang diinginkan dan qabul adalah pernyataan pihak 

kedua untuk menerimanya. 
4
 

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan 

untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam berakad diantara dua orang atau 

lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak 

berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk 

kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama 

kesepakatan yang tidak didasarkan pada kerelaan dan syariat Islam.  

Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni 

masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-

masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua 

pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memnuhi kewajibannya, 

maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.  

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Ketetapan akad adalah 

menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang 

sebagai milik penjual. 

                                                             
4 Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 34 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

Hak-hak akad (h}uquq al-aqad) adalah aktivitas yang harus dikerjakan 

sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang 

dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, 

dan lain-lain. 

 

2. Rukun dan Syarat Akad 

Dalam Islam dikenal dua istilah dalam akad, yaitu rukun akad dan 

syarat akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur esensial yang membentuk 

akad yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, yang terdiri atas 

berikut ini: 
5
 

a. Subjek akad  

Pihak yang berakad terdiri atas paling sedikit dua orang yang harus 

sudah baligh, berakal sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum sendiri.  

b. Objek yang diakadkan 

Objek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual 

beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya.  

 Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan rukun 

suatu akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, 

yaitu :  

                                                             
5 Ibid., 66 
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a. Pihak-pihak yang berakad  

b. Obyek akad 

c. Pernyataan untuk mengikatkan diri
6
 

Selain rukun, dalam akad juga terdapat syarat yang harus ada dalam 

suatu akad. Para ulama fiqih menetapkan beberapa syarat umum yang harus 

dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-

syarat khusus. Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah: 

a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum atau 

jika obyek itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap 

bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.  

b. Obyek akad harus sesuai dengan syara’.  

c. Akad itu tidak dilarang oleh syara’.  

d. Akad itu bermanfaat. 

e. Pernyataan ijab tetap utuh sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak 

utuh lagi ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.  

f. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.  

g. Tujuan itu jelas dan diakui syara’.7 

 

 

                                                             
6
 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh, 429 

7 Nasrun Horoen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 101 
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3. Unsur-Unsur Akad 

Yang dimaksud dengan unsur-unsur akad adalah penopang-penopang 

yang dengannya muncullah akad dan akad tidak akan ada kecuali jika ia ada. 

Adapun unsur-unsur akad tersebut adalah:  

a. S>{highat Akad 

  S>{highat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 

berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang 

terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, 

isyarat, dan tulisan. S>{highat  tersebut biasa disebut ijab dan qabul.8  

  Metode s{highat  dalam akad dapat digunakan dalam beberapa cara, 

yaitu: 

1) Akad dengan ucapan 

Ucapan atau perkataan adalah cara alami dan mendasar untuk 

mengungkapkan keinginan yang tersembunyi. S>{highat  dengan ucapan 

adalah s{highat akad yang paling banyak digunakan dan cepat 

dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan 

masing-masing serta menunjukkan kerelaannya.    

2) Akad dengan perbuatan  

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan 

perbuatan yang menunjukkan saling merid{hoi, misalnya penjual 

                                                             
8 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 46 
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memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat 

umum terjadi di zaman sekarang.  

3) Akad dengan isyarat 

Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan 

isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi 

mereka yang tidak dapat berbicara boleh menggunakan isyarat, tetapi 

jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu 

dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, 

maka ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.  

4) Akad dengan tulisan 

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu 

berbicara ataupun tidak dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, 

tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.  

 

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam ijab dan qabul adalah : 

1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak 

yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan 

menggunakan bentuk tertentu. 

2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang 

sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah 

diketahui oleh keduanya.
9
 

b. Orang yang berakad (‘Aqid)  

 Secara umum, ‘aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan 

untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia 

menjadi wakil.  

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan ‘aqid  harus berakal, 

yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan 

jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 

tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan 

oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.  

Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan ’aqid  harus 

baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan 

demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli 

barang yang sederhana atas seizin walinya. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk dapat menjadi 

subjek perikatan menurut Hamzah Ya’cub adalah sebagai berikut: 

1) Harus berakal sehat  

2) Dapat membedakan baik dan buruk 

                                                             
9 Ibid., 51 
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3) Orang yang bebas dari paksaan 
10

  

c. Objek akad  

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek 

bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek ini bisa 

berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang 

dijaminkan, dan yang dihibahkan. Bisa pula berbentuk suatu 

kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, penyewaan barang, 

dan lain-lain.  

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, 

misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat 

syarat dalam objek akad yaitu sebagai berikut:  

1) Objek atau barang harus ada ketika akad 

  Akad tidak sah dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada, 

seperti menjual tanaman sebelum tampak hasilnya karena ada 

kemungkinan ia tidak tumbuh. Tidak boleh juga dilakukan akad 

terhadap sesuatu yang mengandung risiko untuk tidak ada, artinya ada 

kemungkinan tidak ada, seperti menjual hewan yang masih dikandung 

oleh induknya karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati. 

 

 

                                                             
10 Hamzah Ya’cub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, 
(Bandung: Diponegoro, 1984), 79  
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2) Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat  

Agar objek akad bisa diakui secara syarat, para fuqaha sepakat 

untuk memberi syarat bahwa ia mesti harta yang dimiliki dam 

dikuasai atau digenggam. Jika tidak demikian, maka akad menjadi 

batal. Maka, menjual sesuatu yang tidak dianggap harta secara syariat 

seperti bangkai dan darah atau menghibahkannya, menjadikannya 

sebagai jaminan, mewakafkannya atau mewasiatkannya adalah batal.  

3) Dapat diserahkan waktu akad 

Atas kesepakatan para fuqaha, disyaratkan adanya kemampuan 

untuk menyerahkan barang saat akad terjadi. Maka, sebuah akad tidak 

sah apabila si pengakad tidak mampu menyerahkan objek yang 

diakadkan, meskipun barang itu ada dan milik si pengakad dan dalam 

kondisi ini akad menjadi batal.  

Imam Malik membolehkan barang yang tidak bisa diserahkan 

ketika proses akad berlangsung untuk menjadi objek akad hibah atau 

akad-akad yang bersifat sukarela lainnya.  

Pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) 

dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai 

dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan 

barang kepada pihak pembeli.  
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Sehubungan dengan prinsip ini, maka orang yang diakadkan 

dapat dihitung waktu penyerahannya. Dan apabila barang tersebut 

tidak dapat dihitung waktu penyerahannya maka tidak sah 

dijualbelikan seperti ikan yang berada di dalam air.
11

 

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan tidak bolehnya gharar 

(kesamaran atau ketidakpastian) yang akan menimbulkan keruwetan 

atau permasalahan dikemudian hari, sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW:  

سٔهى عٍ بيع انحصاة : عٍ ابى ْشيشة قال  ٕل الله صهى الله عهيّ  َٓى سس

ِ يسهى)ٔعٍ بيع انغشس  (سٔا  

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli 
dengan lemparan dan jual beli gharar. (diriwayatkan oleh Muslim)12 
 
 

Kesamaran yang terdapat pada barang yang dijual dari segi 

ketidaktahuan ada beberapa segi, yaitu dari segi ketidaktahuan 

terhadap barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau 

dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, 

atau terhadap besarnya harga, atau terhadap masa pembayaran harga 

jika disana memang ada masanya, atau dari segi ketidaktahuan tentang 

wujudnya harga, atau ketidakmungkinan menguasainya, dan ini 

                                                             
11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, Penerjemah: Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma’arif, 
1987), 57 
12Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaji, S{hah{ih Muslim, Juz III, (beirut: Kitabul Fikri,tt), 52 
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berpangkal kepada ketidakmungkinan menyerahkannya, atau dari segi 

ketidaktahuan tentang keselamatan harga, yakni kelangsungannya. 
13

 

4) Objek akad harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad 

Menurut para fuqaha, objek akad harus diketahui untuk 

menghalangi adanya perselisihan dikarenakan larangan yang 

disebutkan di dalam sunnah untuk melakukan jual beli yang 

mengandung gharar dan jual beli terhadap sesuatu yang tidak 

diketahui.  

Untuk diketahuinya sebuah barang, bisa dilakukan dengan cara 

menunjukkannya apabila barang itu ada, atau dengan melihatnya 

ketika akad dilaksanakan atau sebelum akad tapi dalam tempo yang 

diperkirakan barang itu tidak berubah sampai akad dilaksanakan.
14

 

5) Barang yang diakadkan ada di tangan  

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang 

belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah 

dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat 

diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan, sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW:  

                                                             
13 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Juz III, (Semarang: Asy Syifa’, 1990), 47 
14 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz IV 493-498 
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ٕل الله  صهى الله عهيّ   أٌ  سس  ُّ حذيذ عبذ الله بٍ عًش سضى الله ع

ٕ فيّ)سٔهى قال   عّ حخى يسخ ال يبي (يٍ ابخاع طعايا   

Abdillah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, siapa yang 
membeli makanan, maka jangan menjualnya sehingga dipegangnya 
(dimilikinya).15 

 
 

6) Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadinya 

perselisihan. Maka menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya 

yang dapat menimbulkan perselisihan tidak sah. 

7) Milik orang yang melakukan akad  

Barang yang dijual itu milik penjual ketika dijual. Maka tidak 

sah menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dengan demikian, jual beli 

barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak 

berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli 

yang batal.  

8) Bersih barangnya atau suci barangnya  

Bersih atau suci barangnya maksudnya adalah barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang yang termasuk sebagai benda najis, 

baik barang maupun harganya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tidak sah menjualbelikan barang-barang najis seperti khomer, 

babi, dan lain-lain.  

                                                             
15 Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, Bulughul Maram, Penerjemah: A. Hasan, (Bangil: Pustaka Tamaji, 1991), 
390 
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ٕل سٔهى يق ٕل الله صهى الله عهيّ  َّ سًع سس عاو , عٍ  جابشيٍ عبذ الله اا

ٕ يكت , انفخح ُزيش, إٌ الله حشو  بيع انخًش ٔانيًخت)ْٔ اُو, ٔانح  (ٔالاص

ٕل الله م ياسس ٕو انيًيخت , فقي ٓا انسفٍ, اسأيج شخ ٓا حطهى ب َ حزٍْ , ٔا ٔ

ٕد ٓا انجه ُاس ؟ فقال , ب ٓا ان ٕ حشاو)ئسخصيح ب ٕل الله   (لاْ رى قال سس

ُّ رنك  سٔهى ع ْٕا )عهيّ  ًا حشو عهيٓى شح اٌ الله حعهى ن ٕد   ٓ فقال الله اني

ُّ,  جًهِٕ ً ٕا ر ِ فا كه ٕ يخفق عهيّ (رى باع  

Dari Jabir bin ‘Abdullah, bahwasanya ia dengan Rasulullah SAW 
bersabda pada tahun penaklukan (makah) sedang ia di Makkah: 
Sesungguhnya Allah telah haramkan jual beli arak dan banngkai dan 
babi dan berhala‛, dan orang bertanya: Ya Rasulullah? Bagaimana 
gemuk bangkai karena digunakan dia untuk melabur perahu-perahu 
dan diminyaki dengannya akan kulit dan orang-orang gunakan buat 
penerangan?, sabdanya: Dilaknat oleh Allah akan Yahudi karena 
sesungguhnya Allah telah haramkan gemuk (bangkai itu, mereka 
hancurkan dia dan dia jual dan makan uangnya). ( Muttafaq ‘alaih)16 

 
 
9) Dapat dimanfaatkan  

Barang dapat dimanfaatkan maksudnya bahwa kemanfaatan 

barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak 

bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya sesuatu 

barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang 

                                                             
16 Ibid, 398-399 
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bertentangan dengan syari’at agama Islam. Maka, tidak sah menjual 

barang yang tidak dapat dimanfaatkan. 
17

 

 

Menurut Umer Chapra bahwa mura@bah{ah merupakan transaksi yang sah 

menurut ketentuan syariah apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung 

jawab pemodal yakni dalam hal ini adalah bank sampai penguasaan atas barang 

telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu sah secara 

hukum, bank harus membuat dua perjanjian terpisah yaitu perjanjian pertama 

dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan nasabah.
18

 Perjanjian 

tersebut menjadi tidak sah jika diadakan transaksi dengan nasabah saja, tanpa 

adanya perjanjian dengan pemasok barang karena  transaksi tersebut tidak jauh 

berbeda dengan transaksi yang didasarkan atas bunga yang dilarang dalam Islam.  

 

4. Macam-macam Akad dan Sifatnya  

Menurut ulama fiqh, akad dapat dibagi dari beberapa segi. Apabila 

dilihat dari keabsahannya menurut syara’, maka akad dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

                                                             
17 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1994), 39  
18 Umar Chapra, Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 
1997), 148 
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a. Akad s{ahih  adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. 

Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, 

berlaku kepada kedua belah pihak.  

 Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad s{ahih ini menjadi 

dua macam, yaitu:  

1) Akad yang nafis (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang 

dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada 

penghalang untuk melaksanakannya.  

2) Akad mauquf  yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu 

bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk 

melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang 

dilakukan oleh anak kecil yang menjelang baligh (mumayyiz), akad itu 

baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat 

izin dari wali anak.  

b. Akad yang tidak s{ahih  yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun 

atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah 

pihak yang melakukan akad tersebut.  

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak s{ahih  ini 

menjadi dua macam yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad 

dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan 

larangan langsung dari syara’. Umpamanya objek akad (jual beli) itu tidak 
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jelas. Seperti menjual ikan dalam empang (lautan) atau salah satu pihak 

tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil 

atau orang gila.  

Suatu akad dikatakan fasid apabila suatu akad pada dasarnya 

dibenarkan, tetapi sifat diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak 

disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut jumhur 

ulama fiqh berpendapat, akad batil dan akad fasid tetap tidak sah dan akad 

tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.  

 

5. Berakhirnya Akad  

Akad bisa berakhir dengan adanya pembatalan, kematian, atau tidak 

adanya ijazah (pembolehan) dalam akad yang bersifat mauquf  (bergantung 

pada ijazah). Berakhirnya akad karena adanya pembatalan memiliki 

beberapa kondisi. Adapun untuk kematian, hanya sebagian akad yang 

berakhir karenanya. Adapun kondisi-kondisi itu adalah: 
19

  

a. Berakhirnya akad dengan pembatalan 

 Pembatalan akad bisa dengan cara membatalkannya dari akarnya, 

seperti dalam kondisi khiyar dan ini bersifat penghapusan dan bisa juga 

dengan cara meletakkan batas akhir pada akad dalam kaitannya dengan 

                                                             
19 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz IV 571 
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masa setelah itu, sebagaimana halnya dalam penyewaan. Inilah yang 

disebut fasakh (pembatalan) dalam pengertian yang luas.   

Pembatalan dalam akad-akad yang bersifat lazim  memiliki beberapa 

kondisi: 

1) Pembatalan disebabkan rusaknya akad 

2) Pembatalan karena ada khiyar  

3) Pembatalan dengan iqalah (pembatalan akad dengan persetujuan kedua 

belah pihak, ketika salah seorang di antara mereka menyesal dan ingin 

mundur dari akad yang telah dilakukan).  

4) Pembatalan karena tidak adanya aplikasi atau penerapan.  

5) Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah 

tercapai.  

b. Berakhirnya akad karena kematian. Beberapa akad akan berakhir dengan 

meninggalnya salah seorang pengakad.   

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya ijazah  (pembolehan) untuk akad 

yang mauquf. Akad akan berakhir apabila pihak yang berkepentingan 

tidak memberikan pembolehan terhadap akad. 
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B. MURA<BAH{AH  

1. Pengertian Mura@bah{ah  

 Adapun beberapa pengertian tentang mura@bah{ah adalah sebagai 

berikut: 

a. Penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang ia beli dan 

mensyaratkan keuntungan tertentu berupa uang dinar atau dirham kepada 

pembeli tersebut.
20

 

b. Penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang 

diketahui.
21

 

c. Menyebutkan harga pokok barang si pembeli dengan harapan agar si 

pembeli memberikan keuntungan kepada si penjual. Umpamanya 

seseorang berkata, ‚Tiap-tiap pembelian seharga Rp 10.000,- aku beri 

hadiah Rp 1.000,- dan sebagainya. Mura@bah{ah  dibolehkan untuk 

menolong orang-orang yang tak mampu membeli barang dagangan untuk 

keperluan hidup sehari-hari. 
22

 

d. Menurut madzhab Malilkiyah, mura@bah{ah adalah menjual barang sama 

dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui 

penjual maupun pembeli. Penjual harus menjelaskan barangnya dan semua 

                                                             
20 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Juz III,  422 
21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, 85 
22 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, 
(Bandung: Pustaka Setian, 2007), 60   
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biaya yang dikeluarkan untuk menadapatkan barang tersebut (untuk 

kemudian diperhitungkan) sebagai tambahan harga. 
23

 

e. Menurut madzhab Hanafiyah, mura@bah{ah  adalah menjual barang sesuai 

harga belinya dengan keuntungan tertentu. Hukumnya sah apabila yang 

dijual berupa barang, dan keuntungannya jelas. 
24

 

f. Menjual barang dengan harga jelas, sehingga boleh dipraktekkan dalam 

transaksi jual beli.
25

 

g. Suatu perjanjian pembiayaan di mana bank membiayai pembelian barang 

yang diperlukan nasbah dengan sistem pembayaran tangguh.
26

 

h. Jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan 

cicilan.
27

 

i. Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati.
28

 

Dari beberapa pengertian mura@bah{ah di atas, maka yang dimaksud 

dengan mura@bah{ah adalah suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam 

bentuk pembiayaan pembeliaan atas suatu barang yang dibutuhkan oleh 

                                                             
23 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahibil al-Arba’ah, Penerjemah: Chatibul Umam dan 
Abu Hurairah, Fiqh Empat Madzhab, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 199 
24 Ibid, 203 
25 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz V, Penerjemah: Abdul Havyie al-Kattani, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 358 
26 Markum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) 
di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 93 
27 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64 
28 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek,, 101 
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nasabah dengan menegaskan harga belinya dan nasabah membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama.  

Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai 

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan 

keuntungan (magrin).  

Tujuan pembiayaan mura@bah{ah adalah untuk pembiayaan yang 

sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor, dan 

sebagainya.  

 

2. Dasar Hukum Mura@bah{ah  

a. QS. An-Nisa’: 29 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.29 

 
 
 
 
 
                                                             
29 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 84 
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b. QS. Al-Baqarah:275  

 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.30 
 
 

c. As-Sunnah  

ٍَِ انبَْشَ كَتُ ٓ َ دٌ فيِْ مٍ, رال ًُقَا سضََتُ, انَبْيَْعُ انَِى اجََ مْ طُ اانبُْشِ بِا نشّعَيِْشِ , ان ٔخََ

ْجِ لاَ نهِبْيَْعِ  نهِبْيَ

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, 
muqaradah (mudarabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah bukan dijual. 31 
 
 

3. Rukun dan Syarat Mura@bah{ah  

Rukun-rukun yang terdapat dalam mura@bah{ah  adalah terdiri dari: 

a. Penjual (pihak yang memiliki barang) 

b. Pembeli (pihak yang akan membeli barang) 

c. Barang yang akan diperjualbelikan  

d. Harga 

e. Ijab qabul 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi mura@bah{ah  

adalah sebagai berikut: 

                                                             
30 Ibid., 48 
31 Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz I, 720 
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a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.  

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.  

c. Kontrak harus bebas riba.  

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian.  

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  

f. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
32

 

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, 

pembeli memiliki pilihan:  

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.  

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang 

yang dijual.  

c. Membatalkan kontrak. 

Pada pembiayaan mura@bah{ah, nasabah yang mengajukan permohonan 

harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu syarat subjektif harus berumur 

21 tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani.
33

 Objek 

mura@bah{ah tersebut juga harus tertentu dan jelas serta merupakan milik yang 

penuh dari pihak bank. Pembelian objek mura@bah{ah tersebut dapat dilakukan 

                                                             
32 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz V,  358 
33 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2009, 123 
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oleh nasabah mura@bah{ah  tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan 

akad waka@lah  atau perwalian.  

Setelah akad waka@lah, pembeli mura@bah{ah bertindak untuk dan atas 

nama bank untuk melakukan pembelian objek mura@bah{ah tersebut. Setelah 

akad waka@lah selesai dan objek mura@bah{ah tersebut secara prinsip telah 

menjadi hak milik bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan 

nasabah, yaitu akad mura@bah{ah. Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi 

syari’at Islam seperti dijelaskan dalam fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-

MUI/IV/2000 bahwa ‚Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura@bah{ah  harus dilakukan 

setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
34

 

 

4. Unsur-Unsur Mura@bah{ah 

Karakteristik mura@bah{ah adalah bahwa penjual harus memberi tahu 

pembeli mengenai harga perolehan produk dan menyatakan jumlah 

keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.  

Jika pembayaran dilakukan setelah akad ditandatangani atau 

pembayaran dilakukan dengan tangguh, baik secara cicilan atau angsuran 

maupun sekaligus dibelakang, maka sebagai hutang nasabah sebagai pembeli 

adalah sebesar harga jual, sehingga tidak dibedakan hutang pokok dan 

                                                             
34 Tim Penulis DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN MUI dan Bank 
Indonesia, 2000), 25 
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hutang margin. Bagi nasabah hutangnya adalah hutang atas harga barang. 

Pembagian pokok dan margin  harus dilakukan oleh bank syariah sebagai 

penjual karena sebagian dari margin yang diterima merupakan haknya 

pemodal. Dalam perbankan konvensional harus dibagi pokok dan bunga 

karena nasabah berhak untuk tidak membayar bunga kalau modalnya tidak 

dipergunakan. 
35

 

Oleh karena itu pembahasan-pembahasan mura@bah{ah berikut 

disesuaikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi 

mura@bah{ah tersebut antara lain:  

a. Uang muka mura@bah{ah,  baik uang muka yang diterima dari pembeli oleh 

bank syariah maupun uang muka yang dibayar bank syariah sebagai 

pembeil kepada pemasok.  

b. Penentuan harga perolehan barang yaitu komponen apa saja yang dapat 

dimasukkan dalam unsur harga perolehan termasuk diskon yang 

diterimanya oleh bank syariah atas pengadaan barang dari pemasok, baik 

sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan.  

c. Keuntungan mura@bah{ah, baik metode perhitungan keuntungan-

keuntungan maupun metode pengakuan keuntungan mura@bah{ah.  

d. Hutang nasabah sebagai akibat pembayaran harga barang yang dilakukan 

secara tanggung, termasuk potongan kewajiban nasabah.  

                                                             
35 Wiroso, produk Perbankan Syariah, 174 
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e. Denda, jaminan dan sebagainya. 
36

 

 

5. Jenis Mura@bah{ah  

a. Mura@bah{ah  tanpa pesanan 

 Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli 

dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang 

akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang 

dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang 

dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum 

yang harus dipelihara.  

b. Mura@bah{ah  dengan pesanan 

 Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli 

dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada yang 

pesan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang 

sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efesien.
37

 

 

6. Manfaat Mura@bah{ah  

Bai’ mura@bah{ah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah 

satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari 

                                                             
36 Ibid  
37 Ibid , 163 
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penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem mura@bah{ah  

juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan 

administrasinya di bank syariah.  

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain 

sebagai berikut:  

a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.  

b. fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 

naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual tersebut.  

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga 

nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan 

asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang 

tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani 

kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik 

bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada 

pihak lain.  

d. Dijual; karena mura@bah{ah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika 

kontrak ditandatangan, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas 
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melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk 

menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar. 
38

 

 

SKEMA PEMBIAYAAN MURA@BAH{AH  

Negosiasi dan persyaratan  

 

Akad jual beli 

 

Bayar  

 

   Beli barang   kirim  

 

7. Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mura@bah{ah   

a. Ketentuan Umum Mura@bah{ah dalam Bank Syariah  

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.  

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.  

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya.  

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

                                                             
38 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek, 107 

SUPPLIER 
PENJUAL 

BANK NASABAH 
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5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 

ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan.  

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khsusus dengan 

nasabah.  

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli mura@bah{ah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip menajdi milik bank.  

b. Ketentuan Mura@bah{ah Kepada Nasabah 

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang 

atau aset kepada bank.  

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.  

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah 
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disepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian 

kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.  

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersbut, biaya riil 

bank harus dibayar dari uang muka tersebut.  

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.  

7) Jika uang muka memakai kontrak  ‘urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka: 

- Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga.  

- Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah 

wajib melunasi kekurangannya.  

c. Jaminan dalam Mura@bah{ah  

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannnya.  

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang.  
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d. Utang dalam Mura@bah{ah  

1) Secara prinsip, penyelesaian utang dalam transaksi mura@bah{ah tidak 

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dlakukan nasabah dnegan 

pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank.  

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, 

ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.  

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 

harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan.  

e. Penundaan Pembayaran dalam Mura@bah{ah  

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian utangnya.  

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  
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f. Bangkrut dalam Mura@bah{ah  

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, 

bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali 

atau berdasarkan kesepakatan.  

 

C. WAKA<LAH  

1. Pengertian Waka>lah  

  Waka>lah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. 

Waka>lah atau yang lebih dikenal dengan pengalihan kuasa memiliki beberapa 

pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Waka>lah adalah penyerahan kekuasaan kepada orang lain sebagai 

penggantinya dalam bertindak dikala pemberi kuasa masih hidup.
39

 

b. Waka>lah adalah penyerahan tanggung jawab oleh seseorang kepada orang 

lain untuk bertindak atas nama dirinya baik secara mutlak maupun 

terbatas.
40

 

c. Waka>lah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain 

dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.
41

 

                                                             
39 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Jakarta:  Bulan Bintang, 
1952), 430 
40 Ash S{an’ani, Subulussalam Juz III, (Bandung: Dahlan, 1995), 225 
41 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, 56 
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Waka>lah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa 

orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak 

diwakili itu. 

 

2. Dasar Hukum Waka>lah  

a. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19  

  

Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara 
meerka sendiri. berkata salah seorang diantara mereka, ’Sudah berapa 
lamakah kamu berada di sini?Merka menjawab, ’Kita sudah berada di sini 
satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ’Tuhan kamu lebih 
mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka, suruhlah salah 
seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini 
dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia 
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, 
dan jangnlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. 42 
 
 
 
 

 

                                                             
42 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 296 
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b. Al-Quran surat Yusuf ayat 55 

 

Yusuf berkata, ‚Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). 
Sesungguhnya aku adalah orang yang padai menjaga lagi berpengalaman.43 
 
 

c. Hadist 

ٌٕ اخيّ   اٌ انعبذ في ع ٌٕ انعبذ ياك  ٔالله في ع

Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.44 

Rasulullah SAW bersabda: 

ُّ قال  اسد ث انخشٔج انى خبيش : ٔعٍ جابشبٍ عبذ الله سضي الله حعهى ع

ُّ حسًت عشّش : فاحيج انبُي صهى الله عهيّ فقال  م بخيش فخز ي كٔي ار احيج 

حّ)سٔقا  صٔح ٕ دأد  ِ اب (سٔا  

Dari Jabir bin Abdullah r.a beliau berkata: Saya mau pergi ke Khaibar, lalu 
saya menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda jika kau 
mendatangi wakilku di Khaibar, maka ambillah dari dia 15 wasaq (270 
liter). (diriwayatkan oleh Abu Daud dan beliau menilainya shahih)45 
  
 
 
 
 
 

                                                             
43 Ibid, 243 
44 Sunan Abu Daud, CD Hadist, no. 4295 
45 Ibid, no. 3148 
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3. Rukun dan Syarat Waka>lah  

  Adapun rukun dari waka>lah  adalah sebagai berikut: 

a. Pemberi kuasa (Muwakil) 

b. Penerima kuasa (Wakil) 

c. Objek yang dikuasakan (Taukil) 

d. Ijab qabul (S{highat) 

Ada kesepakatan di kalangan ulama tentang bolehnya menerima 

waka>lah dengan segera atau dengan tempo tertentu, karena para wakil Nabi 

SAW pun pernah melakukan qabul seperti itu. Sedangkan Nabi SAW 

menunggu ketika memberikan mandat kepada mereka.  

Syarat-syarat waka>lah dibagi menjadi dua, yaitu syarat-syarat untuk 

yang mewakilkan dan syarat-syarat tentang hal yang diwakili atau tempat 

perwakilan.  

Syarat-syarat yang mewakilkan, diantaranya adalah: 

a. Pemilik dari hal yang akan diwakilkan.  

b. Baligh  

c. Mumayyiz  

d. Tidak ditaruh di bawah pengampuan  

Syarat-syarat yang mewakil, yaitu: 

a. Dewasa/baligh 

b. Tidak gila  
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c. Tidak ditaruh di bawah pengampuan  

Syarat-syarat yang boleh diwakilkan/dikuasakan, yaitu: 

a. Sewa menyewa  

b. Jual beli  

c. Membayar utang 

d. Berperkara di depan pengadilan  

e. Berdamai 

f. Menghibah  

g. Sedekah  

h. Perkawinan  

i. Dan lain-lain  

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, waka>lah dalam Islam harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:
46

 

a. Pihak orang yang diwakili dan wakil harus terdiri dari mereka yang 

dipertanggungjawabkan. 

b. Orang yang diwakili harus mempunyai kuasa untuk mengendalikan perkara 

yang diwakili.  

c. Wakil hendaklah menyatakan dengan jelas perkara diwakili saat perjanjian.  

d. Wakil harus menyebutkan nama orang/pihak yang diwakili saat 

menjalankan tugas waka>lah yang berkaitan dengan hibah, pinjaman, 

                                                             
46 Wahbah Az-Zuhaili, Alfiqh Al-Islami wa Adillatuh, juz V, 524 
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pegadaian, wadi’ah, hutang piutang, musya>rakah, dan mud{a>rabah. Adapun 

ketika menjalankan tugas waka>lah dalam jual beli dan sewa menyewa tidak 

perlu menyebutkan nama pihak yang diwakili.  

 

4. Jenis-Jenis Waka>lah  

Waka>lah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

a. Waka>lah Muthlaqah, yaitu waka>lah yang tidak terikat dengan syarat 

tertentu (selain dari syarat yang ditetapkan Islam), tidak terbatas waktu, 

dan tidak terikat dengan keadaan tertentu.  

b. Waka>lah Muqaiyadah, yaitu waka>lah yang terikat dengan syarat tertentu, 

atau terbatas waktu, atau terikat dengan syarat tertentu.  

Mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan muamalat kepada orang 

lain walaupun orang diwakili itu bisa melakukannya sendiri adalah sah. 

Uang/harta benda yang diterima wakil sebelum diserahkan kepada pemiliknya 

adalah terikat dalam hukum wadi’ah. Seorang wakil tidak boleh melantik 

seseorang untuk perkara yang diwakilkan kepadanya, kecuali dengan izin pihak 

yang diwakili. Wakil boleh mengambil upah/komisi atas waka>lah. Orang yang 

diwakili boleh memecat wakilnya, kecuali jika tanggung jawab wakilnya itu 

terhadap orang lain belum selesai. Wakil juga boleh menarik diri, kecuali jika 

ada pertanggung jawaban terhadap orang lain yang belum selesai. 
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5. Berakhirnya Waka>lah  

a. Matinya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila. Karena salah 

satu syarat waka>lah adalah hidup dan berakal. Apabila terjadi kematian, 

atau gila berarti syarat sahnya menjadi tidak ada.  

b. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud. Karena jika telah terhenti, dalam 

keadaan ini waka>lah  tidak mempunyai makna lagi.  

c. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum 

tahu. Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib ia (wakil) 

mengetahuhi pemutusan. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka 

tindakannya tidak ubahnya seperti sebelum diputuskan untuk segala 

hukumnya.  

d. Wakil memutuskan sendiri. tidak diperlukan orang yang mewakilkan 

mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya.  

e. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.  

 

D. KONSEP MAS{LAH{AH 

  Secara etimologis, kata ‚صًهحت  merupakan bentuk tunggal (mufrad) ‛ان

dari kata صًانح  yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan mas}lah}ah  ان

merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.
47

 

                                                             
47

Romli, Muqaranah mad}hab fil us}u>l (Jakarta: Gaya Media Pratama), 157 
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Dalam kamus lisan al-Arab kata mas}lah}ah mengandung arti adanya 

manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan 

kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi 

kemadharatan dan penyakit.  

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban 

nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. 

Maslahah artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang 

tidak disyari’atkan oleh syar’i hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan 

oleh dalil syar’i untuk menyetujui atau membatalkannya. Dinamakan mutlak 

karena dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang 

membatalkannya. 
48

 

Definisi ini menerangkan bahwa tasyri’ hukum itu tidak bermaksud selain 

dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan 

kemanfaatan dan menghapus kemudharatan dalam masyarakat. Kemaslahatan 

orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan dan tidak akan mencegah ifradnya. 

Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, 

mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. 

Tasyari’ hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan 

                                                             
48 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 98 
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kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat 

dan merupakan mudharat pada masa lainnya.  

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata 

dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka 

mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudharatan manusia yang 

bersifat sangat luas.  

Kemaslahatan dari sisi syariah bisa dibagi tiga, yaitu ada yang wajib 

melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada yang mubah 

melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melakukannya, 

dan ada yang makruh melaksanakannya. 
49

 

Apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus 

didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara 

mas}lah}ah dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang mas}lah}ahnya lebih banyak 

(lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya, maka menolak 

mafsadah itu sudah merupakan suatu kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan 

kaidah: 

 دَ فْعٌ  الَضّرَ رَ اَولْىَ  مِنْ جلَْبِ اَالنّفِعَ

  Menolak kemudahan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.  

  Atau kaidah:  

                                                             
49 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 28 
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صًََا نَحْ    ًَفَا سَذَ يُقَذَوَ عهََى جهَْبِ اْان  دفَْعٌ اْان
  Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.50 

Adapun sebagian kemaslahatan  dunia dan kemafsadatan dunia dapat 

diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan 

manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali 

dengan syariah, yaitu al- Quran, as-sunnah, ijma’, qiyas yang diakui dan istihlah 

yang akurat.  

Ukuran yang menjadi tolak ukur persyaratan kemaslahatan, yaitu sebagai 

berikut:
51

 

1. Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu haruslah berupa mas}lah}ah hakiki yaitu 

yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak 

kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan 

adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang 

ditimbulkannya.  

2. Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu hendaknya berupa kepentingan umum, 

bukan kepentingan pribadi.  

3. Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan 

dengan ijma’.   

                                                             
50 Ibid, 29 
51 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, 101 
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Maslahah yang dapat diterima adalah mas}lah}ah - mas}lah}ah yang bersifat 

hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: 

1. Keselamatan Jiwa  

Jaminan keselamatan jiwa (al-Muha>faz|hah ala an-Nafs) ialah jaminan 

keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam 

cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, 

anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang 

terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau 

mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara kebebasan memilih tempat 

tinggal dan lain sebagainya. 

2. Keselamatan  Akal  

Jaminan keselamatan akal (al-Muha>faz|hah  ala  al-‘Aql) ialah terjaminnya akal 

fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak 

berguna dimata masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah 

masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan syariat  Islam  sesungguhnya 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari 

berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala 

hal yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan 

untuk menjamin keselamatan akal. 
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3. Keselamatan Keluarga dan Keturunan  

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-Muha>faz|hah  ala  an-Nasl) 

ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan 

berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat 

dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan 

pendidikan dan kasih  sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi 

pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai. 

4. Keselamatan Harta benda  

Jaminan keselamatan harta benda (al-Muha>faz|hah  ala  al-Mal) yaitu dengan 

meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, 

bukan mendominasi perekonomian dengan cara yang zalim dan curang. 

5. Keselamatan Keyakinan Agama  

Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (al-Muha>faz|hah  ala  ad-Din) 

yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama 

serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang 

mengarah kepada kerusakan secara penuh.
52

 

 Ulama Ushul membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Maslahah Dha>ru>riyah  

  Maslahah  dha>ru>riyah  adalah perkara-perkara yang menjadi tempat 

tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah 

                                                             
52 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 424-426 
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kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang 

hebat.  

  Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada  lima perkara, yang 

merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa,akal, 

keturunan, dan harta.  

2. Maslahah Maslahah Ha>jjiyah   

  Maslahah  ha>jjiyah  ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya 

menimbulkan  kepicikan dan kesempitan, dan  ha>jjiyah  ini berlaku dalam 

lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayah. Contoh mashlahat 

hajjiyah dalam hal  ibadah misalnya, qashar shalat, berbuka puasa bagi yang 

musafir. Sedangkan dalam bidang muamalat, dibolehkannya jual beli secara 

salam (pesanan).  

  Termasuk dalam hal  ha>jjiyah  ini, memelihara kemerdekaan pribadi, 

kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan 

kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang atau 

mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga kedalam lingkungan 

ha>jjiyah.    

3. Maslahah Ta>hsiniyah  

Maslahah  ta>hnisiyah  ini, juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalat 

dan bidang  uqu>bat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, 

menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat dan lain-
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lain. Dalam bidang muamalat, misalnya larangan menjual benda-benda yang 

bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari 

kebutuhannya.
53

 

 

 

 

 

                                                             
53 Khairul Umam, Ushul Fiqih I , (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 138-141 
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BAB III 

APLIKASI PENERAPAN AKAD MURA@BAH{AH  PEMBIAYAAN 

KONSUMTIF  DI PT BPRS AMANAH SEJAHTERA KECAMATAN 

CERME KABUPATEN GRESIK  

 

A. GAMBARAN UMUM (PROFIL) PT BPRS AMANAH SEJAHTERA 

KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK  

1. Sejarah Berdirinya dan Struktur Organisasi  

Berdirinya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera 

didorong adanya keinginan daripada pendiri untuk meningkatkan 

kesejahteraan para pengusaha kecil di Jawa Timur khususnya di daerah 

kabupaten Gresik.  

Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah Amanah Sejahtera adalah bank 

yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam dalam 

menghimpun dana berupa deposito berjangka dan tabungan, maupun 

menyediakan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sjeahtera juga menyertakan misi 

sosial, diantaranya pelayanan pembiayaan kebajikan, memberikan beasiswa 

yang dananya bersumber dari zakat, infak, dan sodaqoh, penyelenggaraan 
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penyembelihan hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha, penyediaan dana 

beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi serta kegiatan lain yang 

mengandung misi agama, sosial dan Program Pemberdayaan Da’I dan 

Dhu’afa (P2D2).  

PT BPR Syariah Amanah Sejahtera didirikan pada tanggal 17 

Agustus 1994 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI Drs. H. Mar’ie 

Muhammad sebagai BPR Syariah pertama yang berada di wilayah kabupaten 

Gresik,  pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 1996 pukul 10.00 WIB di ruang 

Grahadi, Gedung Negara, Jln. Pemuda 7 Surabaya.  

Landasan hukum pendirian Akta Notaris Nyonya Nulaily Adam, S.H. 

nomor 101, tanggal 17 Oktober 1994, sedangkan landasan operasionalnya 

adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan No. kep-km.17/1995 tanggal 19 

Desember 1995.  

Bank syariah ini mulai dioperasikan pada tanggal 2 Januari 1996, 

berkantor pusat di Jalan Raya Cerme Kidul 145 Kecamatan Cerme 

Kabupatem Gresik. Tetapi, sudah beberapa tahun ini kantor pusat BPR 

Syariah Amanah Sejahtera pindah di Jl. Kalimantan No. 107 GKB Gresik. 
1
 

 

 

 

                                                             
1 Bapak Muchlas Widodo, SH (Manager PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten 
Gresik), wawancara, PT BPRS Amanah Sejahtera, 18 Juni 2011 
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2. Visi dan Misi  

Dalam pendiriannya BPR Syariah Amanah Sejahtera mempunyai visi 

dan misi. Visi yang dimiliki adalah menciptakan perbankan syariah yang 

mantap sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi umat menuju 

terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berpendidikan 

di bawah naungan ridha Allah SWT.  

Adapun misi yang dimiliki BPR Syariah Amanah Sejahtera adalah: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito 

dengan prinsip syariah.  

b. Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan 

masyarakat dengan prinsip bagi hasil dan jual beli untuk usaha yang 

halal, produktif, dan menguntungkan.  

c. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat muslim dalam 

menjalankan syariah Islam dibidang kehidupan ekonomi pendidikan dan 

kesehatan. 
2
 

Batasan lokasi pembiayaan yang dilayani terdiri dari 9 wilayah 

kecamatan, yaitu: 

a. Kecamatan Cerme  

b. Kecamatan Benjeng  

c. Kecamatan Menganti  

                                                             
2 Brosur PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik 
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d. Kecamatan Gresik  

e. Kecamatan Kebomas 

 

Mengenai struktur organisasi PT BPR Syariah Amanah Sejahtera 

adalah sebagai berikut:  
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3. Prinsip Operasional   

Dalam aplikasi operasionalnya, PT BPRS Amanah Sejahtera memiliki 

beberapa prinsip, yaitu: 
3
 

a. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

Prinsip bagi hasil pada PT BPRS Amanah Sejahtera diterapkan 

kepada setiap pemilik dana, yang mana pemilik dana akan mendapatkan 

imbalan berupa bagi hasil keuntungan dengan nasabah yang telah 

disepakati bersama. Dalam penerapan bagi hasilnya, nominal yang 

diperoleh tidak selalu sama atau dengan kata lain dapat berubah sesuai 

dengan besar kecilnya keuntungan yang disepakati dari pihak bank.  

b. Prinsip Jual Beli (Sale and Phurcase) 

 Prinsip jual beli ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara 

jual beli, di mana bank akan memberikan barang terlebih dahulu yang 

sangat dibutuhkan atau terlebih dahulu mengangkat nasabah dalam 

kapasitas sebagai agen bank untuk membeli barang atas nama bank, 

kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah 

harga beli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.  

c. Prinsip Jasa (fee-based services) 

Adalah prinsip pemberian jasa pelayanan oleh pihak bank kepada 

pihak nasabah dengan adanya imbalan yang telah disepakati bersama. 

                                                             
3 Bapak Muchlas Widodo, SH., wawancara, 20 Juni 2011 
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Adapun aplikasinya dalam PT BPRS Amanah Sejahtera seperti waka>lah 

(pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal 

yang diwakilkan), dan al-hawalah (pengalihan hutang dari orang 

berhutang dari orang lain yang masih menanggungnya atas dasar saling 

mempercayai). Prinsip jasa ini dapat berupa untuk talangan haji, 

pendidikan, dan pengobatan.  

 

4. Produk-Produk 
4
 

a. Penghimpunan Dana (Funding) 

Dalam penghimpunan dana PT BPR Syariah Amanah Sejahtera 

menawarkan produk-produk sebagai berikut:  

1) Deposito Mud{a@rabah  

Deposito mud{a@rabah disebut juga dengan investasi mud{a@rabah 

yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan maupun 

badan hukum) di PT BPR Syariah Amanah Sejahtera yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

(jatuh tempo) menurut perjanjian antara nasabah dengan bank.  

Bagi deposito mud{a@rabah  kadar keuntungannya dibagi dalam 

bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara 

syariah dengan proporsi pembagian sebagai berikut: 

                                                             
4 Brosur PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik  
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NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUD{A@RABAH 5
 

Bentuk Deposito Mud{a@rabah Nasabah  Bank 

a. Deposito mud{a@rabah 1 bulan  65 % 35 % 

b. Deposito mud{a@rabah 3 bulan  66 % 34 % 

c. Deposito mud{a@rabah  6 bulan  66 % 34 % 

d. Deposito mud{a@rabah 12 bulan  63 % 37 % 

 

2) Tabungan Mud{a@rabah Umum  

Merupakan simpanan pihak ketiga pada BPR Syariah Amanah 

Sejahtera dengan prinsip mud{a@rabah. Dana yang terhimpun akan 

diinvestasikan secara profesional dan keuntungannya akan dibagikan 

kepada nasabah dan bank sesuai porsi nisbah yang telah disepakati 

bersama.  

3) Tabungan Mud{a@rabah Haji 

Merupakan tabungan haji bagi hasil dengan prinsip mud{a@rabah 

yang disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan suci nasabah 

                                                             
5 Data PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik  
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menunaikan ibadah haji. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil 

dengan porsi nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah akan 

melaksanakan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi sesuai dengan 

perjanjian antara nasabah dengan bank. Pihak bank akan mengurus 

segala persyaratan nasabah untuk didaftarkan ke lembaga yang sudah 

ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana ONH.  

4) Tabungan Mud{a@rabah Qurban  

Berupa simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada saat nasabah menunaikan ibadah qurban atau pada 

kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah 

dengan bank. BPR Syariah Amanah Sejahtera menyediakan hewan 

qurban dan menyalurkannya.    

5) Tabungan Mud{a@rabah Usaha  

Merupakan tabungan usaha bagi hasil dengan prinsip 

mud{a@rabah yang disediakan khusus untuk nasabah yang mempunyai 

fasilita pembiayaan. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dengan 

porsi nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama.  
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6) Tabungan Mud{a@rabah Pendidikan 

 Tabungan yang berasal dari pendidikan baik SLTP, SMU, 

atau lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan BPR Syariah 

Amanah Sejahtera dalam hal penghimpunan dana.  

7) Tabungan Debitur  

Tabungan dari nasabah yang mempunyai pembiayaan di BPR 

Syariah Amanah Sejahtera sebagai pembayaran atas angsuran 

pembiayaan.  

b. Penyaluran Dana (Financing)  

Produk pembiayaan penyaluran dana adalah jasa layanan usaha yang 

ada di BPR Syariah Amanah Sejahtera dalam aktivitas pembiayaan sesuai 

dengan sistem dan tujuan penggunaannya. Sistem yang digunakan adalah 

bagi hasil dan jual beli, dengan tujuan untuk pembiayaan modal kerja, 

usaha bagi pengusaha kecil, untuk investasi dan untuk pembiayaan 

konsumsi.   

Produk-produk penyaluran dana yang ada di PT BPR Syariah Amanah 

Sejahtera adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan Mura>bah}ah (Jual beli) 

Pembiayaan mura>bah}ah adalah pembelian barang dagangan 

yang diperlukan dalam proses produksi atau perputaran usaha yang 

pembayarannya secara angsuran dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 
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12 bulan. Jangka waktu pengembaliannya maksimal 12 bulan. 

Pembiayaan dilakukan dengan prinsip jual beli dengan sistem tawar 

menawar. Selain membayar angsuran pokok, nasabah juga dikenakan 

margin yang telah ditetapkan oleh BPR Syariah Amanah Sejahtera.   

2) Pembiayaan Mud}a>rabah (Bagi Hasil) 

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai 

usaha nsabah. Modal yang diberikan secara keseluruhan berasal dari 

bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 

usaha dan manajemen. Bagi hasil atas usaha yang dilaksanakan sesuai 

dengan kesepakatan bersama.  

3) Pembiayaan Musya>rakah (Penyertaan) 

Adalah kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih, masing-

masing pihak memiliki kontribusi modal (uang/aset) maupun keahlian 

dalam menjalankan usaha, keuntungan atau kerugian dibagi secara 

profesional menurut besarnya modal masing-masing.  

4) Pembiayaan Qord}ul H}asan (Soft and benevolent Laon) 

Adalah pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengahrapkan imbalan. Pembiayaan Qord}ul H}asan merupakan dana 

kebajikan yang bertujuan untuk membantu pedagang kecil yang 

kurang mampu dan bersifat sosial atau kebajikan. Dalam pembiayaan 
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ini nasabah tidak diwajibkan untuk memberi tambahan pembayaran 

(margin), sehingga yang dibayarkan kepada bank hanya pinjaman 

pokoknya saja.  

Adapun sektor yang dibiayai dalam pembiayaan yang ada di PT 

BPRS Amanah Sejahtera adalah sektor pertanian, perindustrian, 

perdagangan, jasa, dan lain sebagainya.  

 

B. Prosedur  Pembiayaan Mura@bah{ah Pembiayaan Konsumtif  

Sebelum terjadi kesepakatan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif, 

maka terlebih dahulu nasabah harus memenuhi persyaratan pembiayaan yang 

telah ditentukan oleh bank dan bank telah menganalisis data yang diberikan oleh 

bank. 

Seorang nasabah dalam permohonan pembiayaan harus memenuhi 

persyaratan. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
6
 

1. Persyaratan administrasi permohonan pembiayaan  

a. Fotocopy KTP suami isteri 5 lembar  

b. Fotocopy kartu keluarga 3 lembar  

c. Fotocopy Surat nikah 3 lembar  

d. Fotocopy jaminan: 

                                                             
6 Novi (Customer Service PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik), 
wawancara, PT BPRS Amanah Sejahtera, 19 Juni 2011 
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1) Fotocopy BPKB dan STNK 3 lembar dan kuitansi kosongan 

bermaterai atau 

2) Fotocopy sertifikat Hak Milik dan PBB  3 lembar  

e. Fotocopy slip gaji terakhir 1 lembar (bagi pegawai/karyawan) 

2. Berdasarkan ketentuan administrasi tersebut di atas, maka bank juga akan 

memproses data-data awal yang telah diterimanya. Data-data yang diproses 

merupakan proposal pengajuan pembiayaan, di mana data-data tersebut akan 

dianalisis yang meliputi anatara lain: 

a. Data pemohon, meliputi nama, alamat, bidang usaha, akta pendiri ijin 

usaha, modal sendiri, pembiayaan yang dimohonkan (jumlah pembiayaan, 

jangka waktu, jenis pembiayaan, tujuan penggunaan), rencana kerja/target 

usaha perbulan (omzet, pendapatan, biaya, keuntungan).    

b. Aspek teknis/produksi/pembelian, meliputi fasilitas usaha yang ada, 

relisasi produksi/pembelian, proses produksi/pembelian, bahan baku.  

c. Aspek pemasaran/penjualan, meliputi daerah pemasaran, sistem 

pemasaran, pesaing usaha, jaringan pemasaran.   

3.   Setelah proses analisis telah dilakukan oleh pihak bank berdasarkan 

ketentuan administrasi, maka proses selanjutnya akad atau perjanjian antara 

pihak bank dengan nasabah, yang selanjutnya dituangkan dalam surat 

perjanjian mura@bah{ah.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81 
 

4. Setelah proses penandatanganan surat perjanjian pembiayaan mura@bah{ah, 

proses selanjutnya adalah realisasi pemberian pembiayaan. Pada tahap ini 

pihak bank sudah dapat mencairkan dana pembiayaan dan diwajibkan bagi 

nasabah untuk membuka rekening tabungan dengan nilai 2% dari besar 

pembiayaan yang dikeluarkan (tabungan baku). Tabungan baku ini adalah 

tabungan mengendap yang tidak bisa ditarik sebelum pembiayaan lunas.   

Keuntungan yang diambil oleh pihak bank dalam pembiayaan mura@bah{ah 

ini adalah sekitar 1-1,5 %.  Keuntungan tersebut diasumsikan untuk pembiayaan 

dengan jangka waktu selama 1 tahun. Menurut bapak Muchlas widodo, SH. 

selaku manajer bank, keuntungan tersebut adalah wajar dan dalam jual beli 

keuntungan tersebut adalah termasuk relatif kecil. 
7
 

Alasan bank mengambil keuntungan 1-1,5 % itu didasarkan karena 

mengikuti perkembangan pasar. Para pesaing atau kompetitor, baik yang berupa 

bank syariah atau bank konvensional mengambil keuntungan sekitar 1-1,8 %. 

Menurut bapak Muchlas, dalam pereknomian pasar tidak ada larangan berapa 

persen keuntungan yang diambil, selain itu juga dalam ketentuan mura@bah{ah  

juga tidak ada larangan dan ketentuan berapa persen keuntungan yang diambil 

bank dalam pembiayaan mura@bah{ah. Apabila pihak BPRS Amanah Sejahtera 

mengambil keuntungan di bawah pesaingnya, maka pihak bank akan merugi, 

sedangkan apabila pihak bank mengambil keuntungan di atas pihak pesaingnya 

                                                             
7 Bapak Muchlas Widodo, SH., wawancara, 12 Agustus 2011 
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maka pihak bank akan ditinggalkan oleh nasabahnya karena bank tersebut 

terlalu banyak mengambil keuntungan dan merugikan pihak nasabah.
8
 

Beliau mengatakan bahkan yang tidak diperbolehkan dan dilarang dalam 

bisnis perbankan dan perdagangan adalah memonopoli dan menimbun barang 

kemudian menjualnya dalam waktu tertentu yang akhirnya merugikan orang 

banyak. Oleh karena itu, keuntungan yang diambil oleh pihak BPRS Amanah 

Sejahtera adalah masih termasuk kedalam kewajaran dan tidak dilarang.
9
 

Dalam mengambil keuntungan atau menentukan tingkat suku bunga ini 

pihak BI juga telah mengaturnya yaitu di dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor : 6/11/PBI/2004 tentang suku bunga penjaminan simpanan pihak ketiga 

dan pasar uang antar bank bab 2 yang berbunyi: 

1. Dalam rangka Program Penjaminan, Pemerintah hanya menjamin Simpanan 

Pihak Ketiga yang diterima dengan suku bunga yang tidak lebih tinggi dari 

batas maksimum suku bunga yang ditetapkan. 

2. Dalam hal Simpanan Pihak Ketiga berupa valuta asing Non-US Dollar maka 

simpanan Non-US Dollar tersebut baik pokok maupun bunganya 

dikonversikan terlebih dahulu kedalam US Dollar dengan kurs rata-rata pasar 

pada hari pembayaran sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dihitung (quote) 

oleh Bank Indonesia. 

                                                             
8 Ibid  
9 Ibid  
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3. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah yang dijamin 

Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI 

jangka waktu 3 (tiga) bulan pada lelang terakhir ditambah atau dikurangi 

Marjin tertentu. 

4. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing US Dollar 

yang dijamin Pemerintah ditetapkan sebesar rata-rata suku bunga deposito 

dalam valuta asing US Dollar dari bank-bank anggota JIBOR yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu tertentu ditambah 

atau dikurangi Marjin tertentu. 

5. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta asing Non-US 

Dollar yang dijamin Pemerintah ditetapkan setinggi-tingginya adalah sebesar 

maksimum maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam valuta 

asing US Dollar sebagaimana dimaksud dalam ayat 4. 

6. Dalam hal Bank memberikan suku bunga untuk simpanan valuta asing Non-

US Dollar yang lebih tinggi dari batas maksimum bunga yang ditetapkan 

untuk simpanan valuta asing US Dollar sebagaimana diatur pada ayat (4) 

maka Pemerintah hanya menjamin sebesar pokok simpanan ditambah bunga 

sesuai suku bunga maksimum yang ditetapkan untuk simpanan valuta asing 

US Dollar. 

7. Perubahan Marjin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) 

dapat disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia.  
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8. Maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dalam Rupiah dan valuta 

asing yang dijamin Pemerintah akan diumumkan secara rutin setiap bulan 

oleh Bank Indonesia pada 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan periode 

penjaminan berlaku dan berlaku selama 1 (satu) bulan. 

9. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat membuat pengumuman 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada hari lainnya. 

10. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diketahui melalui 

Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU). 

11. Bank wajib memasang pengumuman di tempat pelayanan nasabah atau 

tempattempat yang dengan mudah dapat dilihat oleh para nasabah di setiap 

kantornya mengenai suku bunga atas Simpanan Pihak Ketiga yang diterima 

Bank. 

12. Bagi Bank yang menetapkan suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang 

berbeda-beda untuk jumlah simpanan sampai batas-batas tertentu (multiple 

deposit rates) wajib mengumumkan pula seluruh suku bunga tersebut dengan 

ketentuan suku bunga tertinggi yang ditawarkan tetap tidak boleh melampaui 

batas maksimum suku bunga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) dan (4). 

13. Bank wajib memasang pengumuman mengenai suku bunga maksimum yang 

diumumkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di 
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tempat yang berdekatan dengan pengumuman atau pada papan pengumuman 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.
10

 

 

C. Penerapan Akad Mura@bah{ah Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah 

Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik  

Penerapan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif yang terjadi di PT 

BPRS Amanah Sejahtera adalah terjadi di awal. Setelah nasabah datang 

mengajukan pembiayaan mura@bah{ah untuk suatu pembelian barang, maka pihak 

bank kemudian menganalisisnya. Setelah dianalisis dan dinyatakan bahwa bank 

menyetujui pembiayaan nasabah tersebut, maka pihak bank menghubungi 

nasabah.  

Pada waktu itu, nasabah datang ke bank untuk menandatangi kontrak akad 

mura@bah{ah. Sebelum akad ditandatangani pihak bank menjelaskan terlebih 

dahulu tentang pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak bank setelah 

dipotong untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan, besarnya 

keuntungan yang diminta bank dalam pembiayaan mura@bah{ah tersebut. Setelah 

itu barulah terjadi kesepakatan dan penendatangan akad mura@bah{ah antara pihak 

bank dengan nasabah. Akad itu disepakati dan ditandatangani sebelum barang 

yang dijadikan objek dalam mura@bah{ah itu ada, menjadi milik bank yang 

sempurna, dan dapat diserahkan pada waktu akad. Setelah pendatanganan dan 

                                                             
10 http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi_61104.pdf 
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kesepakatan akad mura@bah{ah itu dilakukan, pihak bank mencairkan dan 

memberikan uang sejumlah seperti yang diajukan oleh nasabah dan pada waktu 

itu pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang 

yang diinginkan oleh nasabah.
11

 Pada waktu itu pihak bank tidak memberikan 

batasan berapa lama nasabah untuk memberikan bukti pembelian barang yang 

dilakukan oleh nasabah kepada bank, oleh karena itu ada sebagian yang memang 

memberikan bukti pembelian sebagaimana yang diperintahkan oleh bank dan 

ada sebagian yang lainnya tidak memberikan bukti pembelian barang kepada 

pihak bank.  

Dalam penerapan kesepakatan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif  

yang dilakukan dengan kuasa (waka>lah) ini adalah di awal saat pertama kali 

nasabah mengajukan pembiayaan. Kesepakatan dengan menggunakan kuasa 

atau tanpa kuasa adalah sama yaitu cuma terjadi satu kali dalam akad 

pembiayaan mura@bah{ah dan terjadi di awal sebelum barang yang 

diperjualbelikan ada dan dapat diserahkan oleh bank ke nasabah.  

Dalam penerapan pemberian kuasa ini pihak bank tidak memberikan surat 

kuasa tersendiri, tetapi pemberian kuasa tersebut terdapat dalam salah satu 

pasal dalam perjanjian akad mura@bah{ah yaitu memberi kuasa kepada  bank  

untuk mendebet  rekening tersebut guna  pembayaran kembali pembiayaan 

berikut  bagi hasil, dan biaya-biaya lainnya. Selain itu, dalam penerapan kuasa 

                                                             
11 Bapak Muchlas Widodo, SH., wawancara, 22 Juni 2011 
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ini, kesepakatan atau penandatanganan berita acara serah terima barang dari 

nasabah ke bank maupun sebaliknya terjadi di awal bersamaan dengan 

penandatanganan perjanjian pembiayaan mura@bah{ah sebelum barang yang 

dijualbelikan ada dan dapat diserahkan oleh bank ke nasabah.  

Dalam hal kuasa ini pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk 

membeli barang yang dimaksud oleh nasabah dan pada saat yang sama barang-

barang tersebut dibeli oleh nasabah dengan jumlah pokok pembiayaan yang 

diterima atau yang dibayar ditambah margin (keuntungan) jual beli yang telah 

ditetapkan oleh bank.  
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BAB IV  

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MURA>BAH}AH 

PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI PT BPRS AMANAH SEJAHTERA 

KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK  

 

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Mura@bah{ah  Pembiayaan Konsumtif di PT 

BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik 

Penetapan kesepakatan atau penandatanganan perjanjian mura@bah{ah  

pembiayaan konsumtif yang terjadi di PT BPRS Amanah Sejahtera adalah bahwa 

kesepakatan dan penandatanganan perjanjian pembiayaan mura@bah{ah  itu terjadi 

di awal yaitu saat pertama kali nasabah mengajukan pembiayaan. Perjanjian 

mura@bah{ah itu disepakati dan ditandatangani sebelum barang yang dijadikan 

objek pembiayaan itu ada dan berada dalam penguasaan bank, sedangkan sistem 

yang dipakai dalam pembelian barang tersebut adalah bank memberi kuasa 

(waka>lah) dan memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang 

diinginkan oleh nasabah sekaligus untuk menjualnya kepada nasabah tersebut dan 

hal ini dilakukan dalam perjanjian pembiayaan mura@bah{ah.  

Menurut Umer Chapra bahwa mura@bah{ah merupakan transaksi yang sah 

menurut ketentuan syariah apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung 
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jawab pemodal yakni dalam hal ini adalah bank sampai penguasaan atas barang 

telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu sah secara 

hukum, bank harus membuat dua perjanjian terpisah yaitu perjanjian pertama 

dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan nasabah.
1
 Perjanjian 

tersebut menjadi tidak sah jika diadakan transaksi dengan nasabah saja, tanpa 

adanya perjanjian dengan pemasok barang karena  transaksi tersebut tidak jauh 

berbeda dengan transaksi yang didasarkan atas bunga yang dilarang dalam Islam.  

Dalam Islam juga telah diatur mengenai akad atau perjanjian yaitu bahwa 

barang atau objek dalam akad merupakan rukun yang harus dipenuhi atau harus 

ada dan memiliki syarat-syarat. Adapun syarat-syarat dalam akad atau perjanjian 

adalah bahwa barang itu harus ada ketika akad terjadi, barang sesuai ketentuan 

syari’at Islam, dapat diberikan waktu akad, harus dapat diketahui oleh kedua 

belah pihak, dan suci.  

Berdasarkan syarat objek dalam akad tersebut dapat dikatakan bahwa 

barang yang  tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual 

beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih 

dalam kandungan induknya. Menurut ulama Syafi’i dan Hanafiyah melarang 

secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali 

dalam beberapa hal, seperti buah-buahan, menggarap tanah, dan lain-lain. 

Sedangkan menurut ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya 

                                                             
1 Umar Chapra, Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 
1997), 148 
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saling menyerahkan dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapaun pada akad 

yang bersifat derma seperti hibah, sedekah, dan lain-lain mereka tidak 

mensyaratkannya.  

Selain barang harus ada ketika akad, barang tersebut juga harus dapat 

diberikan waktu akad. Disepakati oleh ulama fiqh bahwa barang yang dijadikan 

akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, barang yang tidak 

dapat diserahkan ketika akad, seperti jual beli burung yang ada di udara, harta 

yang sudah diwakafkan, menjual hewan yang lari, dan lain-lain tidak dipandang 

terjadi akad. Hal ini sebagaimana yang ada dalam sabda Nabi: 

ماَ فِى  ًَػَنْ شِرَا ءِ لاَ بِقِ  لَّمَ نيََى ػَنْ شِرَاءِاْالؼبَْدِ اْ سًََ لّيَْوِ  لَّى الُله ػَ ٌْلَ اللهِ صَ اّنَ رسَُ

تَّى تَظَغَ لأنَؼَْامِ حَ ٌّنِ اْ ًْػيَِا, بُطُ تَّى , ًَػَنْ شِرَا ءِ مَا فِى ضُرُ ًَػَنْ شِرَاءِ الغنََا ئِِمِ حَ

 تُقسَْمَ

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membeli hamba yang lari, membeli apa 
yang ada di dalam perut hewan sehingga melahirkan, membeli apa yang ada 
dalam tetek binatang, dan membeli kambing-kambing sehingga dibagi.2 

 
 

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan tidak bolehnya gharar (kesamaran 

atau ketidakpastian) yang akan menimbulkan keruwetan atau permasalahan 

dikemudian hari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:  

                                                             
2 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Juz III, 69 
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ًػن : ػن ابى ىريرة قال  ًّلم ػن بيغ الحصاة  ٌل الله صلّى الله ػلّيو  نيى رس

ًاه مسلّم)بيغ الغرر  (ر  

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan 
lemparan dan jual beli gharar. (diriwayatkan oleh Muslim)3 
 
 

Dari beberapa syarat yang melekat pada suatu objek akad (barang), maka 

menurut penulis yaitu bahwa barang yang dijadikan dalam akad itu harus 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam dan disepakati para fuqoha 

dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi dalam akad, maka akad 

tersebut dipandang tidak ada atau dengan kata lain tidak pernah terjadi perjanjian 

atau kesepakatan (batal).  

Mura@bah{ah adalah suatu perjanjian  jual beli antara bank dan nasabah 

dalam bentuk pembiayaan pembeliaan atas suatu barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah dengan menegaskan harga belinya dan nasabah membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama. Bank 

bertindak sebagai penjual sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Jadi 

dapat dikatakan bahwa mura@bah{ah adalah skema jual beli yang menguntungkan 

dan mempunyai banyak manfaat, seperti yang diriwayatkan dalam hadist nabi:  

ال ط االبر با لشؼير للّبت لا , المقا رضت, البيغ الى اجل, ال ث فيين البر كت ًا

 للّبيغ

                                                             
3 Ash S{an’ani, Subulussalam Juz III, 52 
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Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, 
muqaradah (mudarabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah bukan dijual.4 

 

 

Mura@bah{ah adalah termasuk ke dalam skema jual beli, jadi rukun dan 

syarat yang terdapat dalam mura@bah{ah adalah sama seperti rukun dan syarat yang 

terdapat dalam jual beli. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai jual beli jika 

transaksi itu terdapat penjual, pembeli, dan objek atau barang yang 

diperjualbelikan.  

Dalam Islam ketentuan tentang barang atau objek barang adalah milik 

penjual secara sempurna, barang tersebut dapat diserahkan ketika akad, barang 

diketahui oleh penjual dan pembeli, barang harus jelas dan diketahui kedua belah 

pihak yang melangsungkan akad, harus suci, tidak bertentang dengan syara’, dan 

barang yang diakadkan ada di tangan.  

Menurut penulis berdasarkan penjelasan di atas, maka perjanjian jual beli 

atas sesuatu barang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam jual 

beli atau sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan 

penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat 

diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:  

سًلّم قال   ٌل الله  صلّى الله ػلّيو   ّن  رس حديث ػبد الله بن ػمر رضى الله ػنو 

ٌ فيو) ال يبيؼو حتّى يستّ (من ابتّاع طؼاما   

                                                             
4 Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz I, 720 
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Abdillah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membeli 
makanan, maka jangan menjualnya sehingga dipegangnya (dimilikinya). 5 

 

 Kesepakatan dan penandatangan akad mura@bah{ah  yang terjadi di PT 

BPRS Amanah Sejahtera adalah terjadi di awal dan menggunakan sistem kuasa 

(waka>lah). Dalam pelaksaaan wakalah tersebut pihak bank tidak memberikan 

batasan waktu yang tetap berapa lama bukti pembelian barang tersebut 

diserahkan oleh nsabah kepada bank. Sebagian nasabah ternyata mengembalikan 

dan menunjukan kartu pembelian barang tersebut sesuai dengan perjanjian. 

Nasabah tersebut ada yang mengembalikan satu hari setelah akad ditandatanani, 

ada yang dua hari, dan bahkan ada yang sampai beberapa minggu baru 

menunjukan bukti pembelian barang.  

Nasabah yang bersifat demikian adalah nasabah yang memang bersifat 

amanah dan telah melakukan sesuai dengan perjanjian yang terjadi di awal yaitu 

menjadi wakil bank untuk membeli barang yang diinginkan oleh bank. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 58 yaitu yang 

berbunyi:  

 

                                                             
5 Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, Bulughul Maram, 390 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

94 

 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 
manusia suapaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya.6  
 
 

Menurut pandangan ulama Syafi’i juga mengatakan bahwa seorang wakil 

(nasabah) yang diberi amanah untuk membelikan barang harus menjalankan tugas 

itu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dan perbuatan itu harus dilakukan 

dengan saling kerelaan dan suka sama suka, sebagaimana firman Allah dalam Al-

Quran surat An-Nisa ayat 29: 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu 
dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.7 
 
 

Di sini dijelaskan bahwa manusia dilarang merugikan orang lain dan 

memakan harta orang lain secara bathil kecuali dengan jalan perniagaan suka 

sama suka. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, hal ini tergantung kepada 

kerelaan orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkannya maka menjadi sah.  

                                                             
6 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 88 
7 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 84 
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Dari penjelasan akad dan waka>lah di atas, maka penerapan akad 

mura@bah{ah pembiayaan konsumif di PT BPRS Amanah Sejahtera adalah sudah 

sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Hal ini karena dalam prakteknya pihak 

bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang dan  nasabah 

juga telah membelikan barang sesuai dengan perjanjian di awal dan memberikan 

tanda bukti pembayaran pembelian barang kepada pihak bank sebagai tanda 

bahwa pihak bank telah memiliki barang secara sempurna karena tanda bukti 

pembelian barang tersebut adalah sudah mewakili bahwa barang yang digunakan 

dalam transaksi  ada dan bukan termasuk kedalam hal yang gharar. Jadi akad yang 

disepakati dan ditandatangani di awal saat pertama kali nasabah mengajukan 

pembaiyaan adalah dibolehkan dan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.  

 

B. Penetapan Akad Mura@bah{ah  Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah 

Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Dalam Konsep Maslahah  

Kesepakatan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif dengan kuasa yang 

terjadi di PT BPRS Amanah Sejahtera adalah terjadi di awal yaitu saat nasabah 

pertama kali mengajukan pembiayaan mura@bah{ah kepada bank. Perjanjian 

mura@bah{ah itu disepakati dan ditandatangani sebelum barang yang dijadikan 

objek pembiayaan itu ada dan berada dalam penguasaan bank, dan bank 

memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh 
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nasabah sekaligus untuk menjualnya kepada nasabah tersebut dan hal ini 

dilakukan dalam perjanjian pembiayaan mura@bah{ah.  

Dalam urusan muamalah pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan 

Allah itu halal, keculi jika ada nash (dalil) shahih (tidak cacat periwayatnya) dan 

sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkanya.
8
 

Dalam bidang muamalat, terdapat beberapa kaidah-kaidah ushul fikih 

yang mengatur setiap jenis kegiatan muamalat yang terjadi, di antaranya yaitu: 
9
 

ميََا  لَّى تحَْريِْ لاَ اّنْ يَدِلَ دلَيِْلَ ػَ لابَِا حَتِ اْ لَّتِ اْ لاصَْلُ فىِ اْالمؼَُا مَ  اْ

 

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalat dan transaksi 

pada  dasarnya boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan. Allah SWT telah 

menjelaskan pokok-pokok muamalat kehartabendaan yang adil dan diperbolehkan 

dalam  al-Quran. Adapun dasar yang dijadikan prinsip dalam muamalat 

kehartabendaan ada dua, yaitu:  

1. Melarang memakan makanan yang batil.  

2. Saling merelakan
10

 

 

 

                                                             
8 Yusuf Qordhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Penerjemah, Wahid Ahmadi. (Surakarta: Era 
Intermedia, 2007), 36. 
9 Ibid., 130-131 
10 Muh. Abu Zahrah, Ushul Fiqih, 129 
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Sedangkan tolak ukur persyaratan dalam masalah maslahat adalah: 

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu 

yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak 

kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan 

adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang 

ditimbulkannya.  

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, 

bukan kepentingan pribadi.  

3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan 

dengan ijma’.
11

 

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata 

dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka 

mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudharatan menusia yang 

bersifat sangat luas.  

Berdasarkan penjelasan dan gambaran umum mengenai permasalahan 

yang telah dikemukakan di bab III, maka akad yang disepakati dan 

ditandatangani di awal sebelum barang yang dijadikan objek dalam pembiayaan 

mura>bah}ah adalah tidak dilarang. Dalam konsep maslahah hal itu tidak dilarang 

karena hal tersebut adalah termasuk kedalam maslahat yanng bersifat umum atau 

                                                             
11 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, 101 
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untuk kepentingan umum. Selain itu juga hal itu diperbolehkan karena dalam 

penerapan kesepakatan mura>bah}ah yang terjadi di awal lebih banyak 

memberikan maslahat dari pada mafshadatnya yaitu karena nasabah cukup 

memberikan tanda bukti pembelian barang tanpa menggotong-gotong barang 

yang telah dibeli tersebut.  

Apabila kesepakatan akad mura>bah}ah itu ditandatangani di belakang 

setelah nasabah membeli barang dan telah menyelesaikan tugasnya sebagai wakil 

bank, maka nasabah harus membawa barang yang telah dibeli tersebut ke bank, 

baru setelah itu terjadi kesepakatan akad mura>bah}ah.  

Dalam hal yang seperti ini akan menyusahkan dan memberatkan nasabah 

karena nasabah harus membawa dan menggotong-gotong  semua barang yang 

telah dibeli kepada bank dan barang tersebut juga harus sesuai dengan kapasitas 

dan jumlah seperti yang telah disebutkan dalam perjanjian. Selain hal itu 

memberatkan nasabah, hal tersebut juga tidak efisien karena akan membuang-

buang banyak waktu dan pastinya akan membuat banyak pengeluaran bagi pihak 

bank. Bagi orang ekonomi atau orang yang bergerak dalam bidang perdagangan 

dan perniagaan yaitu bahwa kerja yang cepat dan efisien dengan pengeluaran 

yang sedikit dan mempunyai banyak keuntungan.  

Dalam kaidah ushul fiqih telah dijelaskan bahwa apabila berkumpul 

antara maslahah dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahahnya lebih 

banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya, maka 
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menolak mafsadah itu sudah merupakan suatu kemaslahatan. Hal ini sesuai 

dengan kaidah: 

لّْبِ اَالنّفِغَ لًْىَ  مِنْ جَ  دَ فْغٌ  الَضّرَ رَ اَ

  Menolak kemudahan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan. 

  Atau kaidah:  

لّْبِ اْالمصََا لَحْ    لَّى جَ  دفَْغٌ اْالمَفَا سَدَ مُقَدَمَ ػَ
  Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.12 

 

Oleh sebab itu, untuk meringankan beban nasabah yang harus membawa 

barang yang telah dibeli tersebut, nasabah boleh hanya memberikan tanda bukti 

pembelian barang (kuitansi) kepada pihak bank. Hal itu didasarkan atas dasar 

kemaslahatan yaitu kemaslahatan bagi semua nasabah PT BPRS Amanah 

Sejahtera serta untuk memudahkan pekerjaan dari pihak bank dan tidak perlu 

mengeluarkan banyak pengeluaran. 

Dalam hal pembelian barang ini pihak nasabah telah bersifat amanah dan 

jujur karena telah memberikan bukti pembelian barang kepada bank, meskipun 

bank tidak menentukan waktu berapa lama nasabah untuk mengembalikan tanda 

bukti pembelian karena pihak bank hanya menyebutkan secepatnya, pihak 

nasabah telah melakukan tugas sebagai wakil dari bank dengan baik.  

                                                             
12

 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis,, 29 
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 Berdasarkan penjabaran di atas, maka kesepakatan dan penerapan akad 

mura>bah}ah pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik yang terjadi di awal dan menggunakan sistem waka>lah 

adalah boleh dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan 

perjanjian pembiayaan mura>bah}ah itu juga sah.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Dari uraian-uraian di atas mengenai penerapan akad mura@bah{ah 

pembiayaaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan kesepakatan akad mura@bah{ah pembiayaan konsumtif yang 

terjadi di PT BPRS Amanah Sejahtera adalah dilakukan dengan kuasa dan 

terjadi di awal setelah pembiayaan itu dianalisis dan disetujui. Pada waktu 

kesepakatan akad mura@bah{ah itu ditandatangani, barang yang dijadikan 

objek tidak ada, barang tidak menjadi milik bank yang sempurna sebagai 

penjual dan tidak dapat diserahkan oleh bank ke nasabah.  Penerapan akad 

mura@bah{ah pembiayaan konsumtif yang terjadi di PT BPRS Amanah 

Sejahtera adalah juga dilakukan di awal yaitu pada saat pertama kali 

nasabah mengajukan pembiayaan dan berita acara serah terima barang 

juga disepakati dan ditandatangani di awal bersamaan dengan kesepakatan 

akad mura@bah{ah. Padahal, seharusnya akad waka>lah atau kuasa itu 

diselesaikan terlebih dahulu baru diadakan akad mura@bah{ah. Pembiayaan 

mura@bah{ah yang terjadi di PT BPRS Amanah Sejahtera dapat dikatakan 
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tidak beda dengan bank konvensional dalam transaksi tersebut karena 

akad mura@bah{ah dilakukan bersama-sama dengan akad waka>lah dan 

nasabah diserahkan uang sebesar permintaan yang diajukan nasabah untuk 

membeli barang yang diwakilkan dan hutang nasabah menjadi sebesar 

harga jual ditambah dengan keuntungan yang diminta bank (karena akad 

mura@bah{ah sudah ditandatangani), dimana hal ini sama dengan kredit 

kendaraan bermotor yang dilakukan dengan bank konvensional. 

2. Penerapan kesepakatan atau penandatanganan akad mura@bah{ah 

pembiayaan konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera yang terjadi di 

awal dan dengan sistem kuasa (waka>lah) adalah sesuai dengan Syariat 

Islam karena dalam penerapannya nasabah yang sebagai wakil bank telah 

bersifat amanah dengan mengembalikan dan menunjukkan bukti 

pembelian barang. Selain itu juga penerapan kesepakatan akad mura@bah{ah  

yang ditandatangani di awal menurut konsep maslahah adalah tidak 

dilarang karena dalam hal ini terdapat banyak maslahatnya dari pada 

mafsadatnya. Dengan penandatangan di awal, nasabah menjadi tidak 

terlalu susah dan tidak menjadi beban bagi nasabah karena harus 

membawa dan menggotong barang yang dibeli ke bank, nasabah cukup 

memberikan tanda bukti pembelian barang kepada pihak bank. Jadi akad 

atau perjanjian pembiayaan mura@bah{ah yang dilakukan tersebut juga sah.  
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B. SARAN-SARAN  

1. Hendaknya dalam penerapan pembiayaan mura@bah{ah di PT BPRS 

Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik menunjuk 

orang/badan sebagai agen untuk memenuhi barang yang diinginkan 

nasabah.  

2. Hendaknya dalam penerapan pembiayaan mura@bah{ah di PT BPRS 

Amanah  Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik membuat  

brosur yang memuat tentang jenis-jenis barang dan harganya agar pada 

saat kesepakatan dan penandatangan akad mura@bah{ah, bank telah 

memiliki barang yang dinginkan nasabah dan dapat menyerahkan pada 

waktu akad. 

3. Dalam melaksanakan kegiatan khususnya pembiayaan di PT BPRS 

Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik lebih berhati-

hati dalam operasionalnya agar tidak terjadi kepailitan, untuk itu 

tingkatkan manajemen pengelolaan dan skill pegawai secara profesional 

serta pelayanan yang lebih baik lagi.   
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